
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI 
NOMOR  5  TAHUN  2011 

TENTANG 
RETRIBUSI TERMINAL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI NGAWI, 

 
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 21 Tahun 
2000 tentang Retribusi Terminal dan Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2002 tentang Retribusi Angkutan Barang sudah tidak sesuai 
lagi sehingga perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan 
peraturan perundang-undangan yang baru ; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a,  maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi 
Terminal.  

 
Mengingat : 1.  Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur 
(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara 
Nomor 9) ; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,  
Tambahan Lembaran Negara   Republik Indonesia Nomor 3851) ; 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389) ; 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun  2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 
5025) ; 
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ; 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5049) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan 
Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         
Nomor 3529) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan 
dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005           
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         
Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     
Nomor 5161) ; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; 

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang 
Fasilitas Parkir Untuk Umum ; 

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang 
Terminal Transportasi Jalan ; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat  II  Ngawi Nomor 7 
Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di  
lingkunganPemerintahKabupaten Daerah Tingkat II Ngawi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Tahun 1987 
Nomor 07 ); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 07 Tahun 2007 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor  07) ; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten  Ngawi Tahun 2008 Nomor 8). 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI 

dan  

BUPATI NGAWI 

 
MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL. 

 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ngawi. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi. 
3. Bupati adalah Bupati Ngawi. 
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di 

bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang–
undangan yang berlaku. 

5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau 
daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, 
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, 
lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan 
usaha lainnya. 

6. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang 
digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, 
menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta 
perpindahan moda angkutan. 

7. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki 
tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk 
pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima 
ratus) kilogram. 

8. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk 
angkutan barang. 

9. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang 
memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk 
pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg (tiga ribu 
lima ratus) kilogram. 

10.Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau 
tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau 
kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. 

11.Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk 
mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu 
sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor. 
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12. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa 
saat dan ditinggalkan pengemudinya. 

13. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat 
maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut 
rancangannya. 

14. Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar 
dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar modal transportasi.  

15. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan 
Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. 

16. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan 
mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. 

17. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga 
manusia dan/atau hewan. 

18. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk 
angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 

19. Kios adalah bangunan yang yang disediakan di lingkungan terminal dan 
digunakan untuk tempat berjualan dan/atau dipakai untuk kegiatan yang sejenis. 

20. Retribusi Terminal adalah biaya yang dipungut Pemerintah Daerah sebagai 
imbalan atas pelayanan penggunaan seluruh fasilitas yang berada di terminal, sub 
terminal dan terminal barang untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta 
dapat dinikmati oleh orang pribadi  atau badan. 

21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 
obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai 
kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan 
penyetorannya. 

22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 
pribadi atau badan. 

23. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah 
Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat 
pula disediakan oleh sektor swasta. 

24. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan 
oleh sektor swasta. 

25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk 
pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu 
bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Kabupaten 
Ngawi. 

27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat 
yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau 
penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ke tempat 
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat 
keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi. 
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29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang 
atau tidak seharusnya terutang. 

30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat 
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga 
dan/atau denda. 

31. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah. 

 
BAB II 

NAMA , OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 
 

Pasal 2 
 
Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas 
pelayanan penggunaan fasilitas terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola 
oleh pemerintah Kabupaten.  

 
Pasal 3 

 
(1) Obyek retribusi terminal meliputi : 

a. tempat memuat dan/atau menurunkan penumpang bagi kendaraan bermotor 
umum ; 

b. tempat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang bagi kendaraan bermotor 
umum ; 

c. penggunaan fasilitas umum meliputi : pemakaian ruang tunggu penumpang 
dan pengunjung, sarana kamar mandi/toilet, kios, tempat memuat / menaikkan 
/ menurunkan penumpang atau barang dan tempat parkir kendaraan dan 
perbengkelan. 

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 
terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, badan usaha 
milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta. 

 
Pasal  4 

 
Subyek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan / 
menikmati pelayanan penggunaan fasilitas terminal. 

 
Pasal  5 

 
Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk 
pemungut atau pemotong retribusi terminal. 

 
BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 
 

Pasal   6 
 

Retribusi terminal termasuk jenis retribusi jasa usaha. 


